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TENTANG

PEIVIBERIAN TAMBAHAIT PEIIGHASILAN BERDASARI{ATiT BEBAIT KER.IA
TIEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAII NON APARATUR SIPIL NE|GARA

PAI'A BADAI{ PENDAPATAI{ DAERAH
KABUPATEN HALIT,IAIIERA BARAT

TAHUN 2O2g

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1'2 tahun '2A19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan BeLran Kena d r-mak-sud;

b. bahu.a untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negala
dilingkup Badan Pendapatan Daerah perlu didorong peningkatan
kine{a agar terciptanya kualitas kinerja yang lebih efisien dan
herhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
cian huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupaii rentang
Pemberian Tambahan Penghasiian Berdasarkan Beban Kerl'a
Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2423;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-unrlang Nomor '23 Darurat ?ahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat iI Daiam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadiUndang-undang;
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t"'31s Pembent*kan
Hrovlilsr iviatui<ri Uiara, Kabupaten Uuru .j.art KailupaLeit IVIaiuku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmaher:a Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun '2014 tentang
Negara;
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8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A'2'2 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 'lahun 2018 tentang
Perubahan aias Peraiuran fuienteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun
20i5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 'lahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.
Hairnahera Barat;

l$.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran '2A23;

i6.Fei-atui-an Bupati Halmahei'a Barai Nonior-20 Taliun 2421 teiitai:rg
Feruirahan kedua aias Peraiuran BupaLi l.iouror 10 Tairurr 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun '202'2 tentaag
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
'2423;

Surat Usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 900. 1. L3/ lB.Al'2O23 perihal: Usulan
Pembuatan SK Bupati.

*TEMU?USKAH :

PemLrerian Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja
Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Tatrun
2A23, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, diberikan berdasarkan beban keq'a disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.
Besaran Tambahan Penghasilan llerdasarkan beban Kerja
sebagaimana dimaksrrd l-riktu:n Kedua, berdasarkan kehaCiran
absensi kerja dan keiebihan jam ke4'a normal yang diberikan
setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan
dikoordinir dibawah tanggungjawab Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Segaia biaya yang akan timbui seLragai akibai dikeiuarkannya
Keputusan ini, clibebankan pa<ia Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran '2023, Pos Anggaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Haimahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
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BARAT,

1. Menteri Da-lam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Per-wakilan Maluku Utara di Sofifi,
? (lrrhernrrr l\dclrrlrrr I ltnr-a rli Snfili!ruL_i.r (( u: vuLrrr,

4 Insnckrrrr Insnektorat Kab. Halmahera Barat di .lailolo
5. Kepala BP3D Kab. F{almahera Barat di Jailo1o,
6. Yang bersangkutan untuk dal dilaksanakan sebagaimana rnestinya.



LAMPIRAN : KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR : llct a lKP|sllrt l2A'23
TANGGAL , 1,. 3iiLr 24223

T'tri\iTAi'ic : DAF"TAR PEivIBtrIUAI{ ?WIBAHAI'{ Ptri'{GfiASiLAN BtrRDASARiaAN
BtrBAN KERJA KtrPADA APARATUR SIPIL NtrGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN DAtrRAH
KABUPATtrN HALMAHtrRA BARAT TAHUN 2423

BARAT,
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